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ABSTRAK 

 

Pengelolaan rumah kos haruslah memenuhi izin yang merupakan  hal yang paling 

utama dipenuhi sebelum melakukan proses selanjutnya. Izin merupakan suatu 

persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah 

untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 

peraturan perundang-undangan. Perumusan masalah yang akan dibahas 

adalah: (1) Bagaimanakah prosedur memperoleh izin pengelolaan rumah kos di 

kota Padang? (2) Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi walikota padang 

dalam pengawasan dan pengelolaan rumah kos di kota Padang? Penulis 

melakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang 

menggunakan data primer melalui wawancara, data yang digunakan dalam 

penelitian adalah data sekunder melalui dokumen berkaitan dengan 

pelaksanaan izin pengelolaan rumah kos di Kota Padang. Data yang 

diperoleh yang dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Prosedur 

Memperoleh Izin Pengelolaan Rumah Kos di Kota Padang yaitu menggunakan 

beberapa izin, diantaranya Izin mendirikan bangunan (IMB), Izin Gangguan dan 

Tanda Daftar Usaha (TDU). 2) Kendala-kendala yang dihadapi walikota padang 

dalam pengawasan dan pengelolaan rumah kos di kota Padang yaitu kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran dan prosedur pengelolaan rumah 

kos di kota Padang dan Kurang maksimalnya pemerintah dalam  mengatur 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos. 

 

Kata kunci: Pelaksanaan, Izin, Pengelolaan, Rumah Kos 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kota Padang menjadi kota yang padat penduduk dikarenakan banyaknya 

lapangan pekerjaan dan pendidikan serta pilihan-pilihan pendidikan khususnya 

perguruan tinggi yang baik dan terdapat di Kota Padang. Ini tentu menjadi 

penunjang para pendatang yang ingin mengadu nasib di Kota Padang . Hal ini di 

buktikan melalui hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Padang jumlah 

penduduk di Kota Padang mencapai 9.149.68 jiwa pada tahun 2016
1
. Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang menargetkan di 

tahun 2017 status Kota Padang sudah beralih ke Kota Metropolitan dengan jumlah 

penduduk mencapai 1 juta jiwa
2
. 

Masyarakat dari daerah-daerah Provinsi Sumatera Barat seperti Kota 

Solok, Kota Bukittinggi, Kota Pesisir Selatan  dan kota lainnya yang tentunya 

memilih Kota Padang yang merupakan Ibukota dari Provinsi Sumatera Barat 

untuk melanjutkan pendidikan dan mencari pekerjaan. Tempat perbelanjaan dan 

tempat-tempat wisata yang mempunyai fasilitas yang lebih memadai dan maju di 

banding kota-kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat lainnya yang 

menjadikan Kota Padang menjadi pilihan utama bagi para pendatang dari berbagai 

daerah.  

                                                           
1
Survei Penduduk Antar Sensus(SUPAS), 2016, Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis 

Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Padang, https://padangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/ 

view/id/128, diakses 20 September 2017 Pukul 13.25 wib. 
2
Tim Redaksi, 2016, Penduduk Padang Bisa Satu Juta, http:// harianhaluan. com/ news/ 

detail/62034/2017-penduduk-padang-bisa-satu-juta, diakses pada 20 September 2017 Pukul 14.30 

wib. 

1 

https://padangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/%20view/id/128
https://padangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/%20view/id/128
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Banyaknya pendatang yang ingin melanjutkan pendidikan dan mencari 

pekerjaan, calon  mahasiswa baru dan calon pekerja yang datang dari berbagai 

kota atau daerah, baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat tentunya 

memilih Rumah Kos menjadi pilihan untuk tempat tinggalnya . Usaha rumah kos 

menjadi pilihan yang sangat diminati bagi para pendatang tersebut di Kota 

Padang. 

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 23 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Rumah Kos, dalam Pasal 3 menyatakan ; bahwa dalam mewujudkan 

rumah kos sebagai tempat tinggal yang nyaman dan aman untuk ditempati, yang 

merupakan salah satu peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat 

dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung penyediaan tempat 

tinggal bagi yang sedang mengikuti pendidikan, sedangkan dalam Peraturan 

Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rumah Kos Pasal 1 Angka 9, 

Rumah Kost adalah rumah atau bangunan yang digunakan sebagian atau 

seluruhnya untuk tempat tinggal yang disewakan. 

Kemudian menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 

Pasal 1 Angka 11, pengertian Pengelola Rumah Kost adalah perorangan atau 

badan yang memiliki rumah atau bangunan yang digunakan sebagian atau seluruh 

untuk tempat tinggal yang di sewakan. 

Rumah kos berpengaruh terhadap lingkungan di sekitar, maka dari itu 

Pemerintah harus menjaga agar pengelolaan rumah kos tidak menimbulkan 

dampak negatif, baik  yang terjadi dalam rumah kos itu sendiri maupun 

lingkungan rumah kos itu berada. 
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Izin sangat sulit untuk di definisikan, hal ini dikemukakan oleh Van der 

Pot yang mengatakan, sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan 

pengertian izin itu, hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat 

persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap 

objek yang di definisikannya, sukar memberikan definisi bukan berarti tidak 

terdapat definisi, bahkan terdapat definisi yang beragam tentang izin.
3
 

Izin (Verguning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 

undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. 

Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari 

suatu larangan. 

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan 

bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, 

rekomendasi, sertifikasi, penentuan kouta dan izin untuk melakukan sesuatu usaha 

yang biasanya harus dimiliki dan diperoleh suatu organisasi perusahaan atau 

seseorang sebelumnya bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau 

tindakan
4
. 

Izin Mendirikan Bangunan atau dikenal dengan IMB adalah perizinan 

yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun 

baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai 

dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB 

merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga 

                                                           
3
 Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayan Publik, Sinar Grafika, 

hlm. 168 
4
 Ibid 
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tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian 

hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk 

memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 Ayat (1) Perda 7 Tahun 

2009
5
. 

Modus-modus kejahatan banyak terjadi di lingkungan terkait dengan 

rumah kost. Seperti kejadiaan di rumah kos daerah Air Tawar Kota Padang di 

gemparkan dengan modus seorang laki-laki bernama Iwan berusia 27 tahun yang 

mengaku dari Kota Pekanbaru datang ke Kota Padang untuk mencarikan kos 

untuk adik perempuannya, sehari setelah kedatangannya datang seorang 

perempuan yang merupakan adik dari Iwan yang bernama Neni Astuti dan kuliah 

di salah satu Perguruan Tinggi Kota Padang. Pemilik kos tersebut tanpa curiga 

menerima yang bersangkutan untuk tinggal (kost) dirumah tersebut. Dari 

keterangan korban yang bernama Rima yang sekamar dengan Neni mengatakan 

bahwa sejak sore Neni terlihat seperti orang kebingungan. Rima juga menjelaskan 

pelaku memulai aksinya sekitar pukul 03.00 dinihari. Setelah berhasil 

menggondol Laptop serta Handphone miliknya, kemudian pelaku keluar rumah 

dan langsung menuju taksi yang sudah dipesan laki-laki sebelumnya. Awalnya 

Rima tidak menyadari kalau si pelaku keluar rumah dini hari tersebut setelah 

berhasil menyikat barang-barang miliknya. Korban hanya menganggap bahwa si 

pelaku Neni ada keperluan mendadak saat dini hari tersebut. Namun saat dia 

bangun tidur di pagi harinya, Rima kaget ketika melihat HP serta Laptop yang 

berada di meja kamar kosnya telah raib. Kontan saja korban mencurigai Neni si 

penghuni kost baru yang sampai saat itu belum juga kembali. karena kuat dugaan 

                                                           
5
 Wikipedia, 2014, Izin Mendirikan Bangunan, https://id.wikipedia.org/wiki/Izin 

_Mendirikan_Bangunan, diakses pada tanggal 13 November 2017 pukul 19.21 Wib 

https://id.wikipedia.org/wiki/Izin%20_Mendirikan_Bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Izin%20_Mendirikan_Bangunan
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Rima bahwa Neni adalah sindikat pelaku kejahatan , setelah berkonsultasi dengan 

pemilik kost lalu mereka secara bersama-sama melaporkan kejadian tesebut ke 

Polsek Padang Utara
6
. 

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa pemilik rumah kost tidak 

menjalani kewajibannya dengan melakukan pengawasan terhadap penyewa rumah 

kos untuk menghindari terjadinya perbuatan negatif yang telah ditegakan dalam 

Peraturan Daerah, karena telah luput dari seorang pencuri yang telah membawa 

sejumlah barang dari rumah kos tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat adanya Peraturan Daerah Kota 

Padang Nomor 9 Tahun 2016 yang mengutamakan pada izin pengelolaan rumah 

kost karena telah banyaknya hadir usaha rumah kost yang semakin merajalela di 

Kota Padang pada saat ini, terlebih di kawasan tempat tinggal mahasiswa 

Perguruan Tinggi. Dalam Peraturan Daerah ini memerhatikan usaha dari Pemilik 

rumah kost tersebut. Oleh karena itu penulis membatasi untuk penelitian 

mengenai izin dari Pengelolaan Rumah Kost. 

Berdasarkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 23 Tahun 2012 

mengaju pada setiap usaha Rumah Kost di Kota Padang wajib mendapatkan 

Tanda Daftar Usaha (TDU) dari Walikota dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar 

Usaha, maka dari itu diperbaharui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 

2016 yang menjelaskan izin usaha dan pemberian izin usaha rumah kost di Kota 

Padang. 

                                                           
6
 Redaksi, 2016, Modus Baru Sindikat Pencurian Di Rumah Kost Kota Padang, http:// 

sumbar1.com/modus-baru-sindikat-pencurian-di-rumah-kost-kota-padang/, diakses pada 20 

September 2017 Pukul 14.00 wib 
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Adanya Perda ini sebagai suatu respon positif terhadap dampak-dampak 

negatif yang ditakutkan oleh pemerintah. Idealnya tentu perda yang diterbitkan 

tentang pengelolaan Rumah Kost dapat meminimalisir tindak kejahatan yang 

terjadi dilingkungan Rumah Kost atau setidak-tidaknya hadirnya perda tersebut 

bisa membuat lingkungan Rumah Kos menjadi lebih kondusif karena pengelolaan 

yang telah diataur dalam sistem perundang-undangan. Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016  tentang Pengeloaan Rumah Kos di Kota Padang, diharapkan 

pemerintah dan aparat serta masyarakat dapat bekerjasama dalam penegakan 

peraturan daerah untuk terwujudnya ketertiban dan adanya kepastian hukum 

dalam upaya pengelolaan rumah kost dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Kota Padang. 

Berdasarkan uraian diatas tersebut penulis tertarik menulis judul 

“PELAKSANAAN IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KOTA 

PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG 

NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana prosedur memperoleh izin pengelolaan rumah kost di Kota 

Padang? 

2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Walikota Padang dalam 

pengawasan dan pengelolaan rumah kost di Kota Padang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka adapun tujuan penulisan proposal 

ini adalah untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah di atas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui prosedur memperoleh izin dalam pengelolaan rumah kost. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Walikota Padang dalam 

pengawasan dan pengelolaan rumah kost. 

D. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah penelitian yang berobyek pada hukum dimana hukum 

bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja, namun meliputi hukum 

yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yang 

menekankan penelitian pada langkah-langkah penelitian data primer. Penelitian 

yuridis sosiologis menitik beratkan penelitian dalam mengkaji data primer 

dengan didukung oleh data sekunder. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif yang merupakan penelitian untuk menjelaskan 

tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penilitian ini ada 2 macam : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama 

di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

atau pihak yang terkait dengan masalah yang di bahas. 

b. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, tetapi melalui 

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam: 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan 

berkomunikasi langsung dengan obyek atau sampel. Wawancara yang 

dipergunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik 

wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan 

adakalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan 

wawancara untuk pengumpulan datanya. Pihak yang di wawancara adalah 

beberapa pengelola rumah kos di Kota Padang dan Sekretaris Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. 

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan 

atau literatur-literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

4. Analisis Data 

Analisi data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk 

menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kaian 

penulis. Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, 

makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus 

penelitian. 


